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ABSTRAK 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH 

PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA 

 

Rizky Agustini 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris (UUJN). Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan 

dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun notaris tersebut telah purnabakti, hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 UUJN. Perlindungan 

hukum bagi notaris telah diatur pada Pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum 

tersebut hanya berlaku bagi notaris aktif. Notaris yang telah purnabakti tetap harus 

bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, namun Undang-Undang tidak 

mengatur perlindungan hukum bagi notaris yang telah purnabakti, sehingga dalam hal 

ini terdapat kerancuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan 

menganalisis tentang pertanggungjawaban notaris setelah purnabakti terhadap akta 

yang pernah dibuatnya, serta mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap 

notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuat. Sejalan dengan 

tujuannya, penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pengumpulan data 

dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (library research), dalam upaya 

memperoleh data sekunder seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum 

tersier yang relevan dengan judul skripsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa adalah Pertanggungjawaban notaris setelah purnabakti terhadap 

akta yang pernah dibuatnya sebagaimana disebut dalam Pasal 65 UUJN bahwa 

notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris 

telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. 

Pertanggungjawaban hukum tetap kembali kepada pejabat yang membuat akta, dalam 

hal ini adalah notaris yang bersangkutan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa 

tanggung jawab perdata, pidana dan administratif. Perlindungan hukum terhadap 

notaris setelah purnabakti adalah tidak ada, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 

UUJN tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku 

Pejabat Umum. Namun Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada notaris aktif. 

 

Kata Kunci: Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum, Notaris Purnabakti, Akta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

‘Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan 

masuknya Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) ke Indonesia. Jan 

PieterSzoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara 

tahun 1671 sampai dengan 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di 

Jakrta menganggap perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut Notarium 

Publicum1.’ 

‘Notaris pertama kali diatur di  Indonesia dengan Instructie voor de 

Notarissen Residerence in Nederlands Indie dalam Staatblad Nomor 11 tanggal 7 

Maret tahun 1822. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan 

Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie atau yang biasa disebut 

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Staatblad Nomor 3 tahun 1860 

untuk menggantikan peraturan yang lama serta Ordonantie 16 September tahun 

1931 tentang honorium notaris.’ 

                                                           
1 Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4. 
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‘Setelah Indonesia merdeka, Pemerintahan Indonesia mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Jabatan Notaris/UUJN telah diberlakukan sebagai pengganti dari Reglement op 

Het Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris 

(PJN)2. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis yang 

digunakan sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya.’ 

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 

ayat (1) menyebutkan bahwa: “Notaris merupakan pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang”. 

‘Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta 

memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak 

kepada notaris. Sehingga pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai 

pembuktian dalam sebuah sengketa hukum3. Akta notaris yang memuat 

                                                           
2 Endang Purwaningsih, 2011, Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan 

Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum,  Jurnal Ilmu Hukum, 

Volume 2, Nomor 3, hlm. 2. 
3  Valentine Phebe Mowoka, 2014, Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap 

Akta Yang Dibuatnya, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4, hlm.4. 
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kebenaran formal memiliki kepastian hukum yang mengikat sehingga dapat 

membantu para pihak apabila terjadi sengketa.’ 

‘Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum 

keperdataan, dan notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang 

untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau 

kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan 

atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya.4’ 

Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. mengatakan bahwa:  

Public trust in the notary is a public trust in the deed she or he made, 

which is why the position of notary is often referred to as the position of 

trust. Government trust as an institution that appoints and stops Notary as 

well as public trust as a notary service user. This concludes that notary is 

a profession of trust.5. 

Terjemahan Bebas: 

Kepercayaan publik kepada notaris adalah kepercayaan publik terhadap 

akta yang dibuatnya, itulah sebabnya posisi notaris sering disebut sebagai 

posisi kepercayaan. Kepercayaan Pemerintah sebagai institusi yang 

menunjuk dan menghentikan Notaris serta kepercayaan publik sebagai 

pengguna layanan notaris. Ini menyimpulkan bahwa notaris adalah profesi 

kepercayaan. 

‘Notaris sebagai jabatan wajib untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu 

yang dipercayakan kepadanya serta tidak boleh menyebarkan informasi yang 

                                                           
4 Aryani Witasari, 2012, MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 

2, hlm. 4. 
5 Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. The Rights and Obligations of 

Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of 

Mechanical Engineering and Technology(IJMET). Volume 9. Issue 8. 



4 

 

 
 

bersifat rahasia kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Notaris 

merupakan  profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan 

luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.’ 

‘Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, negara menetapkan notaris 

sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta autentik.’ 

‘Adapun yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah sebagaimana yang 

telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), 

yaitu Suatu Akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana aktanya dibuat. Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris 

adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.6’ 

‘Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah 

sebagai organ negara mengangkat notaris bukan hanya untuk kepentingan notaris 

itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang 

                                                           
6 Whenahyu Teguh Puspa, 2016, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta 

Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Jurnal Repertorium, Volume 3, Nomor 2, 

hlm.3. 
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diberikan oleh Notaris berkaitan erat dengan persoalan trust (kepercayaan antara 

para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap 

Notaris.7’ 

‘Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan 

berarti notaris menjadi subdordinasi (bawahan) Pemerintah. Notaris merupakan 

pejabat umum/publik yang menjalankan tugas negara dibidang hukum tapi tidak 

memperoleh gaji dari Pemerintah. Notaris bertujuan melayani kepentingan 

masyarakat umum dan mendapatkan honorium dari masyarakat umum.’ 

‘Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, 

notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris 

tersebut telah berumur 65 tahun8. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 

tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.’ 

Pasal 62 huruf b menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris 

dilakukan dalam hal notaris, yaitu telah berakhir masa jabatannya. Berakhirnya 

masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap 

                                                           
7 Pinkan Sundah, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban 

Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lex et Societatis, Volume 2, 

Nomor 4, hlm. 2. 
8 Chandra Novita, 2018, Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda dan Perlindungan 

Hukum Terhadap Werda Notaris atas Akta yang Dibuat OlehAtau Dihadapannya Setelah 

Werda(Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, hlm. 2.  
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akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab notaris 

terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti dan 

Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya 

meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak 

penyimpan Protokol Notaris.” 

‘Memperhatikan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris 

tersebut, maka notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, 

meskipun notaris tersebut telah pensiun atau purnabakti. Oleh karena itu terdapat 

kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris.’ 

‘Berdasarkan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni 

meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan 

kepada pihak penyimpan protokol notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak 

menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.9’ 

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang 

berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan 

menjadi empat poin,yakni:10 

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil 

terhadap akta yang dibuatnya; 

                                                           
9 Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, hlm. 53. 

10 Abdul Ghofur Ansori, 2009,  Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan 

Etika, UII Press, Yoyakarta, hlm. 34 
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2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil 

dalam akta yang dibuatnya; 

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) 

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

berdasarkan kode etik notaris. 

‘Untuk menentukan sampai kapankah Notaris, Notaris Pengganti Khusus 

atau Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat 

dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris 

sebagai jabatan. Yang mana setiap orang yang memangku jabatan tertentu dalam 

bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, Pemerintah atau 

Organisasi mempunyai batasan.11.Ada Batasan dari segi wewenang dan ada juga 

batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau 

dipangku seseorang harus berakhir.12’ 

‘Notaris Purnabakti tetap harus mempertanggung jawabkan akta yang 

pernah dibuat, apabila akta tersebut menimbulkan masalah hukum. Faktor usia 

dan fisik seorang seorang notaris yang telah Purnabakti pasti akan menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir dan mengingat peristiwa 

yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat menjalankan jabatannya.  

Sehingga keadaan tersebut dapat membahayakan diri notaris yang telah 

Purnabakti apabila harus memberikan kesaksian di hadapan Penegak Hukum. 

                                                           
11 Herianto Sinaga, 2015. Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang 

Dibuatnya, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, hlm. 2. 
12 MakmurNasution, 2013, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah 

Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, Jurnal Mercatoria, Volume 6, Nomor 1, hlm. 4. 
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Prosedur pemberian atau penolakan persetujuan dari Mejelis Kehormatan 

Notaris, kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait dengan 

pemanggilan notaris dalam proses peradilan hanya berlaku bagi notaris aktif. 

Sedangkan notaris yang telah Purnabakti tidak lagi dapat dikatakan sebagai 

notaris aktif.’ 

'Jika diperhatikan maka akan  tampak adanya suatu kekosongan hukum 

dimana disatu sisi seorang notaris harus bertanggung jawab atas akta yang 

dibuatnya seumur hidup akan tetapi perlindungan yang diberikan kepada seorang 

notaris hanya terbatas pada saat ia menjabat sebagai notaris aktif.’ 

‘Notaris yang telah Purnabakti bukan lagi sebagai Pejabat Umum 

melainkan warga negara biasa, maka sebagai warga negara biasa ia harus tunduk 

pada aturan hukum yang berlaku untuk umum sebagai tanggungjawabnya 

terhadap akta yang pernah dibuatnya. Padahal notaris telah mengabdikan diri 

kepada masyarakat dalam waktu yang lama tetapi tidak ada satupun 

perlindungan yang diberikan kepada notaris setelah purnabakti.’ 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam bentuk Skripsi, yang penulis beri judul Analisis 

Pertanggungjawaban Notaris Setelah Purnabakti Terhadap Akta Yang 

Pernah Dibuatnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini 

yaitu: 

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris yang telah Purnabakti terhadap 

Akta yang pernah dibuatnya? 

2. Apakah terdapat Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris 

setelah Purnabakti? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Adapun ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam skripsi ini hanya 

terbatas pada Tanggung Jawab Notaris yang telah Purnabakti atas akta yang 

pernah dibuatnya dan Perlindungan Hukum terhadap Notaris Setelah Purnabakti, 

dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis:  

1. Pertanggungjawaban Notaris yang telah purnabakti terhadap akta yang 

pernah dibuatnya 

2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris yang telah 

Purnabakti 

D. Kerangka Konseptual 

Sejalan dengan Permasalahan dalam skripsi ini, maka dalam bagian ini 

akan penulis kemukakan secara garis besarnya mengenai pengertian: Notaris, 
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Purnabakti, Akta Autentik, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum, yang 

menurut Penulis sangat erat kaitannya dengan judul skripsi ini, sebagai berikut: 

a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya13. 

b. Purnabakti dapat diartikan  sebagai pensiun (setelah berakhir masa 

bakti)14. 

c. Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). 

d. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan15.  

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi 

seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya16. 

e. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

                                                           
13 Krisdianto R. Maradesa, 2014, Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum atas 

Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 

Lex Privatum, Volume 2, Nomor 3, hlm. 1. 
14 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  hlm.  1233. 
15 Ibid., Halaman 1443. 
16 Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,  hlm. 49. 



11 

 

 
 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum17. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif. 

Penelitian Normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau 

penelitian perpustakaan18. Dinamakan penelitian hukum doktriner 

dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan 

tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan 

karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada 

perpustakaan.19 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data 

sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh penulis mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, 

karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi 

penelitian. 

                                                           
17 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung,  

hlm. 53. 
18 Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ke-16, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42. 
19 Ibid, hlm. 42 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur hasil penelitian 

dalam bentuk jurnal dan dari bahan- bahan pustaka yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah Data Sekunder. Pengumpulan data sekunder melalui 

studi pustaka (library research) ini dilakukan dengan cara mempelajari 

dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis. 

Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. 

Dalam hal ini penulis mencari buku-buku yang ada relevansi dengan 

penelitian. 

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau 

bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, 

meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris. 
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b) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai 

badan hukum primer, yaitu:  

a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan 

yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. 

b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini 

c) Makalah-makalah seminar terkait penulisan skripsi ini. 

d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan 

skripsi 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

yaitu:  

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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4. Analisa Data 

Data yang sudah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, 

logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 

hasil analisis. Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum 

menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan 

pendekatan normatif yang dapat membantu menjawab permasalahan 

dalam penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Bahwa skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

- Bab I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, 

Metode Penelitian serta Sistematikan Penulisan. 

- Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan teori berupa 

pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review 

yang berhubungan dengan penelitian. 
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- Bab III, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari masalah 

yang telah di uraikan sebelumnya. Di sini diuraikan 

Pertanggungjawaban Notaris yang telah Purnabakti terhadap akta yang 

pernah dibuatnya dan Perlindungan Hukum yang diberikan kepada 

Notaris yang telah Purnabakti.  

- Bab IV, merupakan Bab yang berisikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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